LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 2§ SERI A NOMOR bl

Menimbang

Mengingat :

s

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun
Anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4346);




10.

11.

12,

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor




13.

14.

15.

16.

EF,

18.

5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan  Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

19. Pemerintah..../




19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021
Nomor 95 Seri A Nomor 58).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan yang meliputi :

a. Laporan Realisasi Anggaran,

o

. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

o o

. Laporan Operasional,;

P

Laporan Arus Kas;

i}

Laporan Perubahan Ekuitas;

g. Catatan Atas Laporan Keuangan;

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp.816.236.991.476,38
b. Belanja Rp. 810.323.309.007,74
Surplus/(defisit) Rp. 5.913.682.468,64
c. Pembiayaan |
- Penerimaan Rp. 68.890.843.921,28
- Pengeluaran Rp. 4.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 64.890.843.921,28




Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SiLPA) Rp. 70.804.526.389,92

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2 sebagai berikut:

1.

)

(8]

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.39.460.299.905,62 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan Rp. 855.697.291.382,00
b. Realisasi Rp. 816.236.991.476,38
Selisih Kurang Rp. 39.460.299.905,62

Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 90.750.391.482,26 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Rp.901.073.700.490,00
b. Realisasi Rp. 810.323.309.007,74
Selisih kurang Rp. 90.750.391.482,26

. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah

(Rp. 51.290.091.576,64)dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/(defisit) (Rp. 45.376.409.108,00)
b. Realisasi Rp. 5.913.682.468.,64

Selisih Kurang (Rp. 51.290.091.576,64)
Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah (Rp18.514.434.813,28) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 50.376.409.108,00

b. Realisasi Rp. 68.890.843.921,28
Selisih (Rp. 18.514.434.813,28)
. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah Rp1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 5.000.000.000,00

b. Realisasi Rp. 4.000.000.000,00
Selisih Rp. 1.000.000.000,00
. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar

(Rp19.514.434.813,28) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto Rp. 45.376.409.108,00
b. Realisasi ‘ Rp. 64.890.843.921,28
Selisih (Rp. 19.514.434.813,28)

7. Selisih ..... /




7. Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 70.804.526.389,92
dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SILPA) Rp. 0,00

b. Realisasi Rp. 70.804.526.389,92

Selisih lebih Rp. 70.804.526.389,92
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022

sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 68.890.843.921,28

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 68.890.843.921,28

c. Sisa SAL Tahun Lalu Rp. 68.890.843.921,28

d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 70.804.526.389,92

Saldo Anggaran Lebih Rp. 70.804.526.389,92
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31

Desember 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp. 1.760.596.271.315,62

b. Jumlah Kewajiban Rp. 13.234.189.268,21

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.747.362.082.047,41
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2022 sebagai berikut:
a. Kegiatan Operasional
1. Pendapatan-LO
Pendapatan-LO sebesar Rp. 734.581.923.504,27 terdiri dari:
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Rp. 65.435.846.956,81

Pendapatan Transfer-LO Rp.653.167.274.750,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah -
Yang Sah Rp. 15.978.801.797,46




2. Beban-LO

Beban-LO sebesar Rp. 679.891.287.787,13 terdiri dari:

Beban Pegawai

Beban Persediaan

Beban Jasa

Beban Pemeliharaan

Beban Perjalanan Dinas

Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial

Beban Penyisihan Piutang
Beban Lain-lain

Beban Penyusutan Peralatan dan
Mesin

Beban Penyusutan Gedung dan
Bangunan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi
dan Jaringan

Beban Penyusutan Aset Tetap
Lainnya

Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Amortisasi Aset Tidak
Berwujud

Beban Bagi Hasil

Beban Bantuan Keuangan
Surplus/Defisit Kegiatan

Operasional

Rp. 302.982.305.356,00
Rp. 84.384.698.249,42
Rp. 82.461.244.236,88
Rp. 8.769.341.446,00
Rp. 32.512.899.179,95
Rp. 7.878.648.489,00
Rp. 2.680.894.480,00
Rp.  578.624.949,41
Rp. 3.411.780.947.84

Rp. 26.466.406.527,88

Rp. 18.177.357.898,98

Rp. 61.916.628.599,44

Rp. 69.770.654,33
Rp.  312.818.768,00

Rp.  235.151.600,00
Rp. 4.064.729.100,00

Rp. 42.987.987.304,00

Rp. 54.690.635.717,14

b. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Rp.215.846.620,94

terdiri dari:

Surplus Penjualan/Pertukaran/
Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Surplus Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang — LO

Defisit Penjualan/Pertukaran/
Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Defisit Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang-LO
Surplus/Defisit dari Kegiatan

Non Operasional °

Rp. 215.846.620,94

Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00

Rp. 215.846.620,94




c. Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa sebesar Rp.169.282.111,00 terdiri dari:

1. Pendapatan Luar Biasa-LO Rp. 0,00

2. Beban Luar Biasa Rp. 169.282.111,00

Surplus/Defisit Pos Luar Biasa (Rp. 169.282.111,00)

Surplus/Defisit-LO (Rp. 54.737.200.227,08)
Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2022 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2022 Rp. 70.616.046.746,28
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 161.932.320.768,34
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp. 156.018.638.299,70)
d. Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan (Rp 4.000.000.000,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris (Rp. 1.725.202.825,00)
f. Saldo kas Akhir per 31 Desember 2022 Rp. 70.804.526.389,92

Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2022 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp. 1.688.222.367.388,14

b. Surplus/Defisit-LO Rp. 54.737.200.227,08

c. Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0,00

d. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. 4.402.514.432,19

e. Ekuitas Akhir Rp. 1.747.362.082.047,41
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1
ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan

Keuangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran [.1...../




Lampiran .1

Lampiran [.2

Lampiran [.3

Lampiran [.4

Lampiran 1.5

Lampiran [.6

Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

Lampiran [.9

Lampiran [.10

Lampiran [.11

Lampiran [.12

b. Lampiran II

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi,;

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayan;

Rekapitulasi Realisasi belanja menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan dan sub kegiatan;

Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;
Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk
pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan
dalam peraturan perundang-undangan
(mandatory spending);

Rekapitulasi realisasi belanja untuk
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang
diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek,
rincian objek, sub rincian objek, pendapatan,
belanja, dan pembiyaan,;

Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk
penggunaan produk dalam negeri;

Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi
program prioritas nasional dengan program
prioritas daerah;

Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk
percepatan penurunan stunting; dan
Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam
rangka percepatan penghapusan kemiskinan

ekstrem.

: Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. Lampiran...../




c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI
g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII
1. Lampiran IX

j. Lampiran X

k. Lampiran XI

1. Lampiran XII

m.Lampiran XIII

n. Lampiran XIV

o. Lampiran XV
p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII

r. Lampiran XVIII :

s. Lampiran XIX

t. Lampiran XX

Lampiran XX.1 :

Lampiran XX.2 :

: Daftar

: Laporan operasional;

: Laporan perubahan ekuitas,;

. Neraca;

: Laporan arus kas;

: Catatan atas laporan keuangan;

: Daftar rekapitulasi piutang daerah;

: Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak

tertagih;

rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;

: Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah;

: Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

: Daftar rekapitulasi aset tetap;
. Daftar

rekapitulasi konstruksi dalam

pekerjaan;

: Daftar rekapitulasi aset lainnya,
: Daftar dana cadangan daerah;

: Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;

: Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun anggaran 2022 dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

: Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
Ikhtisar laporan keuangan

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

(neraca) Badan
Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi)
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12...../




Pasal 12
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah
Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal . 8 September 2023

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
VANDIKO T. GULTOM
Diundangkan di Pangururan
pada tanggal §  fepeembd 2023
Pj. SEKRETARIS DAE .

RIT MEGAWATI,S.Sos, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650319 199203 2 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
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